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Abstract 

 
Foreign policy is the foundation of international relations. The spread of Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) is a serious distraction for many countries in the world. The 

situation of urgency makes multilateralism that has been built to experience a weakening 

caused by nationalist and populist idea from public in each country who are trying to ensure 

their safety. This article is prepared to answer basic questions regarding foreign policy as a 

guide for state action in dealing with the pandemic. Author sees that dichotomy between high 

and middle-income countries seems to be the right thing when we see that the pandemic 

conditions indicate that the economic and health impacts will spread quickly to low- and 

middle-income countries, where systems and resources are less prepared to respond 

appropriately. This article, which was compiled by applying qualitative research methods 

and literature study, will identify how two countries that are classified as middle-income 

countries in Southeast Asia, namely Indonesia and Malaysia, propose and created a number 

of foreign policies to make up for their weaknesses and lack of resources as a way for both 

countries to re-track on the development agenda that was planned before global health issues 

that created distrust of institutions, authorities, and even international elites occurred. 

 

Keywords: foreign policy, middle income countries, pandemic, Indonesia, Malaysia. 

 

Abstrak  
 

Politik luar negeri adalah dasar dari hubungan internasional. Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) menjadi gangguan serius bagi banyak negara di dunia. Situasi 

urgensi tersebut membuat multilateralisme yang telah dibangun mengalami pelemahan yang 

disebabkan oleh ide-ide nasionalis dan populis dari masyarakat di masing-masing negara 

yang berusaha menjamin keselamatannya. Artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan 

mendasar mengenai politik luar negeri sebagai pedoman tindakan negara dalam menghadapi 

pandemi. Penulis melihat bahwa dikotomi antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan 

menengah tampaknya menjadi hal yang tepat ketika kita melihat bahwa kondisi pandemi 

menunjukkan bahwa dampak ekonomi dan kesehatan akan menyebar dengan cepat ke 

negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana sistem dan sumber daya kurang 

siap untuk merespon dengan tepat. Artikel ini disusun dengan menerapkan metode penelitian 

kualitatif dengan studi literatur untuk mengidentifikasi bagaimana dua negara yang tergolong 
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negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dalam 

menyusun dan membuat sejumlah kebijakan luar negeri untuk mengatasai persoalan dan 

kekurangan sumber daya kedua negara tersebut, dalam mencari cara menyusun ulang agenda 

pembangunan yang telah direncanakan sebelum terjadinya krisis kesehatan global yang 

menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi, otoritas, dan bahkan elit internasional. 

 

Kata Kunci: kebijakan luar negeri, negara-negara berpenghasilan menengah,   

pandemi, Indonesia, Malaysia. 

 

PENDAHULUAN 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi fenomena 

yang mendistraksi fokus dari banyak negara di dunia dan menciptakan krisis global 

di abad ini. Bukan hanya menimbulkan isu pada persoalan kesehatan, namun juga 

mempengaruhi mata pencaharian di banyak negara secara hampir bersamaan. 

Perekonomian global yang sebenarnya dependen terhadap Tiongkok, sebagai negara 

yang pertama kali mendeteksi munculnya virus tersebut, mengalami pukulan berat. 

Sektor perdagangan yang bergantung pada mobilitas tinggi dari masyarakat dunia, 

juga sektor pariwisata yang terus berkembang setiap tahunnya memunculkan kondisi 

yang menuntut negara-negara untuk memproteksi warga negara mereka (Woetzel, et 

al., 2019; Moisescu, 2016). 

Masalah kesehatan masyarakat dalam hubungan internasional makin riskan 

terhadap risiko. Muncul ancaman penularan dan keamanan, sehingga kebijakan luar 

negeri setiap negara semakin bersifat antisipatif, terutama dengan terus 

memperhatikan aspek-aspek yang erat kaitannya dengan keamanan kesehatan. 

Multilateralisme yang terjalin panjang mulai mengalami pelemahan akibat arus 

nasionalis dan populis di masyarakat masing-masing negara. Penduduk dunia yang 

sepenuhnya telah terhubung melalui jaringan internet juga tidak jarang memperoleh 

informasi yang bias, sehingga ketidakpercayaan terhadap lembaga, otoritas, bahkan 

elit internasional mulai nampak secara jelas. Informasi seputar Covid-19, mulai dari  

pencegahan dan pengobatan, update situasi, tindakan dan kebijakan otoritas nasional 

maupun internasional, informasi penyakit, dan konspirasi terus bermunculan dan 

menjadi bahan bakar dari skeptisme terhadap multilateralisme yang ada (Lu, 2020).  

Dengan kondisi demikian, wajar saja jika virus berkembang semakin subur 

dan menjangkit negara-negara di dunia dengan kecepatan yang tinggi. Dalam 

menggambarkan hal ini, Sekjen  Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres 

menyatakan secara terbuka bahwa pandemi yang terjadi merupakan krisis paling 

menantang yang dihadapi dunia sejak Perang Dunia Kedua. Guterres juga 

menyatakan bahwa jutaan orang di dunia ketakutan dan mencari arahan yang jelas 

tentang cara terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka di 

tengah banyak informasi salah dan teori konspirasi liar yang menginfeksi internet, 

yang akhirnya melahirkan kebencian, stigmatisasi dan eksklusi kepada sebagian 

orang dan kelompok (Adelson, 2020). 

Kebijakan luar negeri adalah instrumen penting negara dalam mencapai 

kepentingan nasional yang dimiliki, serta menjadi dasar dari setiap interaksinya 

dengan negara lain dalam hubungan internasional. Banyak pihak menganggap 
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bahwa dunia harus bersatu melawan Covid-19, dengan berbekal kepercayaan satu 

sama lain. Akan tetapi, pandemi Covid-19 justru memaksa negara-negara untuk 

mengambil tindakan self-help yang kemudian memperburuk guncangan negatif 

jangka pendek terhadap kondisi perekonomian dunia karena memang kepercayaan 

antar negara belum benar-benar mengakar. Covid-19 seolah menunjukkan bahwa 

sistem politik dunia dan kepemimpinan dari negara great powers, memiliki banyak 

keterbatasan dalam menangani kondisi darurat yang ada (Grint, 2020), sehingga 

langkah kolektif yang diperlukan dapat dianggap tidak dilakukan guna memenuhi 

tuntutan kebutuhan dari masing-masing negara untuk menjamin stabilitas nasional 

pada negara-negara itu sendiri.   

Munculnya dikotomi antara negara dengan pendapatan tinggi atau 

menengah, menjadi sesuatu yang tepat karena kondisi pandemi menunjukan bahwa 

dampak ekonomi dan kesehatan menyebar dengan cepat ke negara-negara dengan 

tingkat pendapatan yang rendah dan menengah, di mana sistem dan sumber daya 

kurang siap untuk merespons dengan tepat (Beteringhe, Pieptea, Arsith, & Stanciu, 

2020, p. 251). Beberapa pemerhati ekomi dunia memprediksi bahwa kombinasi 

yang mengakibatkan guncangan pada kurva penawaran dan permintaan yang negatif 

dari Covid-19, akan memunculkan spillover effect yang serupa dengan krisis 

keuangan global (Markwat, Kole, & Van Dijk, 2009). Di sinilah peran hubungan 

internasional menjadi sangat penting bagi negara-negara di dunia.  

Hubungan untuk menjamin adanya sistem perlindungan sosial yang 

membuat negara-negara berkembang yang terkena dampak Covid-19 perlu untuk 

memaksimalkan hubungan yang mereka miliki dengan negara lainnya, khususnya 

negara yang secara kapasitas lebih siap dalam menghadapi pandemi. Hasil dari 

kebijakan luar itulah yang kemudian diharapkan mampu membantu segala bentuk 

bantuan sosial dan langkah-langkah perlindungan lain bagi warga negaranya, 

khususnya masyarakat yang paling rentan. 

Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Amerika 

Serikat (AS), terlihat menghadapi risiko ekonomi yang lebih rendah mengingat 

sektor kesehatan mereka yang lebih baik dari negara lainnya. Namun tetap saja 

mitigasi ekonomi diperlukan untuk mengindari krisis yang mengintai. Negara-

negara di dunia perlu untuk memahami bahwa terpenuhinya kondisi kesehatan yang 

layak akan membantu pemerintahan mereka dalam mencapai stabilitas ekonomi, 

sehingga interdependensi yang telah dijalin dalam interaksi antarnegara 

menempatkan hubungan internasional yang stabil menjadi bagian dari kebutuhan 

negara mengingat resesi di negara berkembang memasuki resesi ke tahap yang lebih 

dalam, yang tentu akan berdampak pada negara-negara dengan pertumbuhan 

ekonomi tinggi, begitu pula sebaliknya.  

Indonesia dan Malaysia, adalah dua negara yang tergolong ke dalam negara 

dengan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi tinggi dan menengah yang dianggap 

serumpun. Dalam upaya untuk beradaptasi dengan tuntutan pemenuhan fungsinya 

dalam konteks domestik, baik melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti alat 

kesehatan dan vaksin guna mengatasi pandemi Covid-19, juga dituntut untuk 

mempertahankan hubungan dengan negara lain demi menjamin fungsi tersebut. 
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Kedua negara ini juga berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam 

memulai kembali aktivitas ekonomi global (ISIS Malaysia, 2021) melalui diplomasi 

ekonomi (Kemlu RI, 2020) yang aktif, sebagai cara untuk mencapai maximal profit 

or value atau sebagai pilihan rasional, keduanya akan bergantung pada pendekatan 

dan sikap dari kedua negara tersebut dalam memaknai kondisi pandemi (Kahler, 

1998, p. 919). Terlepas dari luas geografi dan demografi penduduk yang berbeda, 

kedua aspek tersebut (pendekatan dan sikap) akan menjadi faktor kunci yang 

menentukan negara mana yang akan mampu memaksimalkan kebijakan luar negeri 

yang dianggap sebagai fenomena mutasi yang konstan  (Morin & Paquin, 2018, p. 

23) untuk dapat segera keluar dari pandemi dan mengembalikan fokus kebijakan 

luar negeri kepada tujuan masing-masing negara untuk terus berkembang.  

Studi ini berfokus pada pertanyaan bagaimana kedua negara tersebut 

bereaksi ketika dihadapkan pada kondisi yang nampaknya bukan hanya menciptakan 

kondisi yang melampaui state of emergency tersebut? Akankah kebijakan luar negeri 

yang diambil tanpa adanya persiapan matang dan secara mendadak dapat berjalan 

efektif di tengah kondisi multilateral yang mengalami degradasi? Pertanyaan-

pertanyaan mendasar tersebut diajukan untuk mengidentifikasi bagaimana formulasi 

kebijakan luar negeri dilakukan pada saat negara berada pada kondisi darurat akibat 

penyebaran penyakit menular atau pandemi yang memberikan dampak 

multidimensi, serta minimnya waktu dalam penentuan opsi kebijakan.  

 

METODE 
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif 

merupakan suatu metode dalam memahami sebuah fenomena secara mendalam 

dengan menggunakan cara pengumpulan data yang juga dilakukan secara 

mendalam. Fokus dari penelitian yakni gejala yang terdapat pada kehidupan sosial 

yang dialami oleh manusia. 

Bogdan dan Taylor memberikan definisi mengenai pendekatan kualitatif 

sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

perkataan dalam bentuk tertulis ataupun tulisan serta perilaku–perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih 

memahami secara mendalam mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia 

dan Malaysia dalam mengatasi pandemi Covid-19. 

 

PEMBAHASAN 
Untuk dapat mengetahui mengenai kebijakan luar negeri antara Indonesia 

dengan Malaysia di masa pandemi, hal itu bisa dilacak dengan mengungkap kembali 

fase awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia. Covid-19 

terlebih dahulu memasuki wilayah Malaysia pada 25 Januari 2020. Virus ini 

terdeteksi pada tiga warga negara Tiongkok yang sebelumnya memiliki kontak dekat 

dengan orang yang terinfeksi virus tersebut di Singapura. Tidak menunggu waktu 

lama, Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad mengkonfirmasi bahwa 

ketiganya memang benar merupakan warga negara Tiongkok yang dikarantina di 
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sebuah hotel Johor Baru dan akan segera dipindahkan ke Rumah Sakit Sungai Buloh 

untuk memperoleh perawatan lebih lanjut (Borneo Post, 2020).  

Kesigapan dari pemerintah Malaysia dalam menghadapi masuknya virus 

Covid-19 sangat kontras dengan tanggapan Indonesia mengenai penularan di negara 

mereka. Negara Indonesia baru mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020 

dengan respon yang kontras, yaitu dengan memberikan bantahan yang keras dari 

pemerintah terhadap Pandu Riono, seorang pakar epidemiologi Universitas 

Indonesia (UI) yang menyatakan bahwa sebenarnya virus tersebut telah masuk ke 

Indonesia sejak awal Januari (Pranita, 2020). Perbedaan ini menunjukan bahwa 

pemerintah Indonesia mengalami kebimbangan dan ketidaksiapaan dalam 

menghadapi kondisi darurat yang terjadi. 

Dalam menyikapi keadaan darurat yang ada, Menkes Malaysia tidak segan 

untuk langsung bertindak cepat dengan melarang warga mereka bepergian ke 

Tiongkok, memperketat lalu lintas masuk di pintu masuk Malaysia, dan melakukan 

repatriasi warga Malaysia yang berada di Hubei (Makarim, 2020). Malaysia juga 

kemudian membentuk Pusat Kesiapsiagaan Krisis dan Tanggap atau Crisis 

Preparedness and Response Centre (CPRC) di bawah Kementerian Kesehatan 

Malaysia jauh sebelum pengumuman WHO bahwa virus Covid-19 merupakan 

darurat kesehatan global (New Straits Times, 2020). Meskipun kebijakan demi 

kebijakan preventif telah diambil oleh negara tetangganya, pemerintahan Indonesia 

masih tetap membuka akses penerbangan langsung dari dan ke kota Wuhan yang 

merupakan pusat penyebaran virus saat itu. Bandara di beberapa kota di Indonesia, 

yakni di Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar masih tetap terbuka. 

Indonesia melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan menyatakan 

secara tegas bahwa kedatangan turis asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak 

akan dibatasi (Basith, 2020), meskipun terdapat kebijakan penyesuaian, yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di bandar udara, darat, dan pelabuhan 

dengan menggunakan alat pemindai suhu (Kemlu RI, 2020).  

 

 
Gambar 1. Perbandingan Angka Belanja di Sektor Kesehatan Antarnegara 

(Sumber: BBC.com) 
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Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia seolah 

memiliki keengganan untuk membuat kebijakan tegas, yang bukan tidak mungkin 

memberikan dampak negatif pada hubungan luar negeri yang dimiliki oleh 

Indonesia, padahal Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia diprediksi 

sangat beresiko untuk terjebak dalam pandemi dalam jangka waktu yang lebih lama 

(Suryadarma, 2020), jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk lebih 

sedikit lainnya, termasuk Malaysia. Belum lagi jika merujuk pada data bahwa kedua 

negara memang memiliki catatan rendah dalam mengalokasikan anggaran bagi 

sektor kesehatan.  

Dalam belanja untuk sektor kesehatan, Gambar 1 menunjukkan bahwa 

Indonesia menempati posisi belanja kesehatan yang rendah. Ini menjadi salah satu 

indikator yang menunjukan betapa rapuhnya infrastruktur kesehatan di Indonesia. 

Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia menunjukan 

adanya konflik kepentingan antar lembaga pemerintahan (inter-ministerial conflict) 

dalam prosesnya. Initial Reponses terhadap pandemi dari pemerintahan Indonesia 

baru mulai ditetapkan pada akhir Maret 2020, atau selang 28 hari dari penemuan 

infeksi pertama di negara tersebut (Indonesia.go.id, 2020). Respon tersebut meliputi 

kebijakan luar negeri, di antaranya: 1) Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di 

wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat 

negara (PLBDN) yang mana membatasi kedatangan Warga Negara Asing (WNA); 

2) mengembangkan pedoman kesiapsiagaan yang mengacu kepada pedoman 

sementara dari World Health Organization (WHO) dalam hal ini membuka jalur; 3) 

menyediakan akses logistik di Wuhan serta menyalurkan bantuan dana setara Rp 

133 juta kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebagian besar merupakan 

mahasiswa di kota Wuhan; serta 4) membuka diplomasi kepada Tiongkok agar 

diperkenankan mengirimkan masker N-95 untuk WNI di RRT (Kemlu RI, 2020).  

Dari sini sudah mulai terlihat jelas bahwa kebijakan luar negeri, sebagai 

produk kebijakan pemerintah yang berwenang di Indonesia terhadap lingkungan 

internasional sesuai nilai yang dipercayai (Webber & Smith, 2002: 11-12) yang 

dalam hal ini merujuk pada perlindungan WNI telah benar-benar diupayakan. 

Perkembangan tersebut juga menunjukan bahwa pandemi Covid-19 merupakan 

fenomena yang telah menunjukan bagaimana tata kelola dan kebijakan pemerintah 

suatu negara bisa dilihat secara transparan. Pada situasi tersebut, Malaysia 

memberikan cerminan yang lebih sigap dan lugas terhadap ancaman kesehatan yang 

terjadi, sementara pemerintah Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu 

kegagapan dan terjebak dalam penyangkalan atas tingkat urgensi maupun dampak 

Covid-19, sebelum akhirnya secara sistematis mengambil langkah yang dibutuhkan 

dalam menangani pandemi (Mas’udi & Winarti, 2020) baik di dalam negeri, 

maupun dengan aspek-aspek yang bersangkutan dengan hubungan luar negeri, 

seperti misalnya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan (alkes). Kondisi ini juga 

menunjukkan betapa kemajuan teknologi dan fasilitas layanan kesehatan yang 

belum benar-benar mumpuni untuk menghadapi ancaman pandemi bagi kedua 

negara, membuat proses adaptasi dalam pembuatan kebijakan kedua negara bersifat 

trial and error (Khoerunisa & Noorikhsan, 2021). Kebijakan-kebijakan tersebut 
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juga berdampak pada tingkat kepercayaan baik dari publik domestik maupun 

internasional.  

Lemahnya respon awal penangangan Covid-19 di Indonesia, menciptakan 

krisis komunikasi di berbagai daerah. Sehingga bukannya mendapatkan dukungan 

luas dari masyarakat seperti di Malaysia, pemerintah Indonesia malah menurunkan 

tingkat kepercayaan publik dimana lebih dari separuh masyarakat menunjukan 

sentimen negatif  kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden dan Menkes. 

Padahal kepercayaan dari masyarakat merupakan fondasi dari komunikasi berbasis 

sains kepada masyarakat (Khoerunisa & Noorikhsan, 2021) yang kemudian akan 

menciptakan kebijakan-kebijakan yang memang berbasis pada data serta bukti-bukti 

yang telah ada dan secara efektif menunjukan penyesuaian aktivitas negara dengan 

apa yang terjadi di lingkungan internasional (Modelski, 1962: 4).  

 

 Penanganan Pandemi  

Penanganan Covid-19 dan dampaknya, membutuhkan kapasitas sumber 

daya manusia dan fasilitas kesehetan yang sangat besar. Pengerahan sumber daya 

dalam menangani wabah serta upaya untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan 

masyarakat, tentu tidak akan pernah cukup apabila tidak ditunjang dengan fasilitas 

yang dibutuhkan dalam menekan laju penyebaran virus, menekan tingkat kematian 

atau fatalitas, dan penanganan pada orang yang terinfeksi. Dengan kondisi demikian 

maka solidaritas dan keterlibatan setiap negara untuk saling mendukung dalam 

menghadapi krisis dan lonjaka kasus Covid-19 harus dapat diwujudkan melalui 

upaya-upaya dukungan dengan saling mengirimkan bantuan berupa peralatan 

kesehatan, oksigen, obat-obatan, hingga vaksin (Limanseto, 2021). Ini merupakan 

suatu bentuk tindakan nyata yang didasarkan pada pemikiran liberalisme yang 

meyakini bahwa saling ketergantungan dapat memberikan insentif dari kebijakan 

yang terkoordinasi sehingga hasil yang setara bagi semua aktor yang berpartisipasi 

akan dapat tercapai (Moravcsik, 1997: 520-521). 

Indonesia melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus bisa ditekan 

semaksimal mungkin. Luasnya wilayah Indonesia, dengan jumlah populasi yang 

tidak sedikit membuat pandemi mengekspos rapuhnya rantai pasokan medis yang 

ada di negara kepulauan ini. Lonjakan jumlah pasien yang sempat terjadi juga 

menunjukan bahwa kapasitas rawat inap tergolong rendah dan persediaan medis 

memang memiliki keterbatasan. Tenaga medis yang tersedia di Indonesia ternyata 

belum cukup untuk menangani potensi peningkatan kasus COVID-19. Pandemi 

yang membawa tantangan bagi SDM yang bekerja dalam sistem kesehatan negara, 

ditandai dengan rasio dokter-penduduk yang tidak memadai, ketidaksetaraan 

distribusi geografis dokter, dan kekurangan perawat yang signifikan (Legido-

Quigley & Asgari-Jirhandeh, 2018). Lonjakan pasien yang membutuhkan rawat inap 

juga telah menyebabkan persediaan medis habis dan peningkatan signifikan atas 

peralatan medis yang persediannya terbatas seperti ventilator. Alat Pelindung Diri 

(APD) bagi petugas kesehatan seperti baju pelindung, masker N95, dan pelindung 

wajah di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia juga terbilang minim. Kondisi ini 

menjadi lebih mengkhawatirkan mengingat kekurangan yang terjadi juga ditemukan 
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di rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien terinfeksi Covid-19 (Yunus & 

Andarini, 2020). 

Dalam menghadapi kelangkaan APD, yang bahkan membuat beberapa 

petugas kesehatan harus menggunakan kembali APD mereka, karena maraknya 

panic buying dan penimbunan perlengkapan seperti masker, hand sanitizer, dan 

sarung tangan berstandar medis oleh masyarakat juga minimnya ventilator yang 

tersedia, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan luar negeri untuk meminta 

bantuan kepada pihak eksternal. Diantaranya adalah Chief Executive Officer (CEO) 

dari perusahaan multinasional Space X, Elon Musk agar bersedia memenuhi 

kebutuhan ventilator di Indonesia (Sudarwan, 2020). Di luar jalur diplomasi 

tersebut, Indonesia juga secara formal melakukan pendekatan kepada Amerika 

Serikat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Donald J. Trump melalui dialog yang 

dilakukan oleh Presiden kedua negara guna mengadakan kerjasama mengenai 

pengadaan ventilator (Lumbanrau, 2020). 

Tindakan ini mencerminkan bahwa memang kebijakan luar negeri suatu 

negara merupakan hasil dari interpretasi atau pemaknaan mereka kondisi yang 

terjadi secara internal (Alden & Aran, 2017). Tindakan-tindakan tersebut juga 

menjadi bukti nyata dari pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, 

bahwa diplomasi bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostik 

dan terapeutik di awal pandemi (Kemlu.go.id, 2021). Belum lagi Indonesia juga 

menghadapi permasalahan menengenai kurangnnya rasio tempat tidur Intensive 

Care Unit (ICU) di rumah sakit. 

 

 
Gambar 2. Rasio Tempat Tidur ICU Rumah Sakit Per 100.000  

Penduduk di Asia Tenggara (Sumber: Katadata.co.id). 
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Persoalan lain adalah sistem pasokan medis di Indonesia yang selama ini 

bergantung pada rantai pasokan global dimana pasokan masker wajah bergantung 

pada RRT dan mayoritas bahan aktif yang diperlukan untuk peracikan farmasi 

berasal dari RRT dan India (Burry, et al., 2020). Dengan demikian, dampak dari 

larangan bepergian, larangan ekspor, dan penutupan pabrik telah membebani rantai 

pasokan APD dari RRT secara signifikan (Park, et al., 2020). Kebijakan luar negeri 

Indonesia untuk menyiasati permasalahan ini dilakukan dengan memperkuat kerja 

sama bilateral dengan beberapa negara, di antaranya dengan Korea Selatan yang 

secara langsung mempersiapkan bantuan kepada Indonesia berupa test 

kits dan rechargeable battery power sprayers, yang secara teknis dilaksanakan oleh 

Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sementara, sebagai bagian dari 

sektor swasta Korsel, LG Group dan Hyundai Motor juga menyatakan komitmen 

mereka untuk memberikan sumbangan 50 ribu Covid-19 diagnostic kit (tipe RT-

PCR) serta 40 ribu APD, kepada Indonesia (Setyowati, 2020).  

Respons langsung dari Korea Selatan menjadi bukti bahwa keyakinan James 

N.  Rosenau yang menyatakan bahwa fenomena yang terjadi dalam cakupan 

eksternal, yang dalam hal ini merujuk pada kondisi darurat yang dialami Indonesia, 

akan menjadi input yang mempengaruhi persepsi dari negara lain dalam 

mengkonversi politik luar negeri mereka sebagai sebuah output (Rosenau, 1980: 

171-173). Meskipun, hal berbeda terjadi di Malaysia. Dengan respon Indonesia yang 

terkesan gagap, pemerintah Malaysia menghadapi kekhawatiran yang berkembang 

mengenai kemampuan sistem kesehatan dengan merespons secara cepat dan efektif 

kebutuhan pasien Covid-19 dengan sigap. Kekurangan pasokan medis, infrastruktur, 

dan pekerja perawatan kesehatan disiasati dengan mempersiapkan 926 unit 

ventilator di Intensive Care Unit (ICU), 152 ventilator non-invasif, dan 142 

ventilator transportasi, serta 634 unit cadangan yang ada di MOH (Hamzah, Yu, & 

See, 2020). Angka tersebut tentu terlihat lebih baik dibandingkan jumlah ventilator 

Indonesia yang berjumlah 29,9 ribu unit, namun terbagi dan di masing-masing 

wilayah belum dapat memenuhi angka 70% kebutuhan atas alat tersebut (Lidwina, 

2020).  

Malaysia menyadari bahwa tantangan kelangkaan sumber daya terutama 

selama pandemi membutuhkan reprioritas sumber daya untuk alokasi dan distribusi 

yang efektif di negara tersebut. Malaysia juga mendorong K-One Technology 

(KOT) untuk mempergunakan lisensi yang mereka miliki dan terus memproduksi 

serta mendistribusikan ventilator dari Laboratorium Propulsi Jet (Jet Propulsion 

Laboratory’s/JPL) dengan mengusung program Ventilator Intervention Technology 

Accessible Locally (VITAL) milik National Aeronautics and Space Administration 

(NASA). Kebijakan luar negeri ini berhasil mendorong KOT memperoleh lisensi 

non-eksklusif (NELA) untuk memproduksi dan mendistribusikan ventilator VITAL 

(MIDA, 2020).  

Perbedaan langkah yang diambil oleh otoritas Malaysia dan Indonesia 

menunjukan argumentasi bahwa lingkungan internal suatu negara akan 

mempengaruhi sifat dan arah kebijakan luar negeri mereka, sehingga setiap aspek 

yang membedakan negara seperti ukuran, perkembangan sosial ekonomi, dan rezim 

politik yang mendorong perbedaan dalam pelembagaan politik dan struktur 
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kemasyarakatan, kemampuan militer dan ekonomi, serta budaya strategis yang 

tertanam sebagai kendaraan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan keputusan 

kebijakan luar negeri (AS, 2018: 8) menjadi sesuatu yang valid. Kondisi ini 

menunjukan pula bahwa keputusan Indonesia untuk tidak bertindak sama sekali di 

awal, besar kemungkinan disebabkan dari tidak tercapainya konsensus di antara para 

stakeholder kebijakan luar negeri. Terlebih jika berkaca pada sikap santai yang 

ditunjukan oleh Menkes Indonesia saat itu, Terawan Agus Putranto dalam 

menghadapi ancaman pandemi (Adam, 2020), bertolak belakang dengan sikap siaga 

yang ditunjukan Menkes Malaysia. Tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia 

di awal hanya fokus pada dampak ekonomi, daripada mempersiapkan mitigasi atas 

isu kesehatan yang mungkin terjadi. 

Dari gambaran tersebut tidak mengherankan jika WHO memuji kinerja dari 

Malaysia, yang membuka peluang bagi Kantor Perwakilan mereka untuk bekerja 

sama dengan MOH Malaysia guna menyediakan dukungan kritis di bidang 

koordinasi mitra, informasi dan perencanaan, keahlian teknis, dukungan operasional 

dan logistik. WHO bahkan menyediakan alat tes awal sebelum tersedia secara 

komersial dan menyediakan protokol tes untuk diagnosis Covid-19 di Malaysia pada 

bulan Maret 2020. WHO juga mendukung upaya MOH Malaysia untuk 

memvisualisasikan dan menentukan tujuan jangka panjang dalam merespon 

pandemi secara berkelanjutan. Peran WHO juga mencakup arahan untuk 

memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan di 

Malaysia (Ariyanti, 2020).  

Dari sini dapat terlihat bahwa kebijakan Malaysia yang memilih untuk lebih 

terbuka pada bantuan teknis yang ditawarkan oleh WHO, bukan hanya meringankan 

beban mereka dalam upaya mitigasi pandemi, namun juga benar-benar membantu 

dalam penyusunan rencana jangka panjang dalam penanganan pandemi di negara 

tersebut. Kebijakan untuk membuka secara luas kerjasama dengan WHO juga 

menjadi jalan yang tepat dalam memperkuat sistem kesehatan yang dimiliki. Ini 

berbeda dengan di Indonesia, dimana kelangkaan global alat kesehatan dan bahan 

farmasi selama pandemi mendorong Indonesia untuk terus menekankan diplomasi 

ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan akses yang lebih aman ke bahan 

baku, manufaktur berteknologi rendah hingga menengah, dan sumber daya manusia. 

Tercatat bahwa Indonesia berkolaborasi dengan negara-negara dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi tinggi, termasuk Jepang dan Korea Selatan, dalam produksi 

bersama untuk meningkatkan pasokan global alat pelindung diri (APD) dan produk 

lain yang dibutuhkan untuk Covid-19. 

Hingga akhir tahun 2020, Indonesia masih menjadi pemasok masker, APD 

lainnya, dan alat tes cepat ke sembilan negara, sepuluh organisasi internasional, dan 

delapan puluh dua Lembaga Swadaya Masyarakat  (Fitriani, 2021). Capaian ini 

tentu menunjukan bahwa ekonomi tetap menjadi pusat dari setiap manuver yang 

dilakukan oleh Indonesia di kancah internasional. Belum lagi jika kita melihat 

inovasi Indonesia untuk menggerakan kegiatan ekonomi lintas batas melalui 

kebijakan Travel Corridor Arrangements (TCA) yang mengoordinasikan aktivitas 

bilateral antara negara-negara tertentu, termasuk Uni Emirat Arab, RRT, Korea 

Selatan (Kemlu RI, 2020), dan Singapura (Jelita, 2020). Kebijakan ini membuka 
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lebar kemungkinan untuk pekerja asing, pebisnis, dan perwakilan negara untuk tetap 

melakukan perjalanan antar negara lagi-lagi demi menjamin stabilitas perekonomian 

yang sebenarnya beresiko karena varian baru dari Covid-19 masih terus 

berkembang. 

 

 Vaksinasi 

Vaksin merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi resiko penularan 

virus Covid-19. Namun, tantangan beratnya adalah mobilitas manusia yang 

tergolong tinggi, diperparah dengan berkembangnya pemahaman populis mengenai 

nasionalisme dan sikap anti-science yang jelas terlihat pada masyarakat, khususnya 

di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi dimana langkah politik dan kebijakan yang 

ditetapkan berorientasi pada popularitas jangka pendek yang menunjang 

terpenuhinya kepentingan yang ditujukan bagi kekuasaan (Kluth, 2020). Karakter 

pandemi ini dijadikan komoditas politik personal atau kelompok, dengan 

mengorbankan esensi kemanusiaan yang seharusnya dikedepankan sehingga 

keharusan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan rasional yang bersifat jangka 

panjang menjadi tidak terpenuhi, begitu pula berkaitan dengan upaya kebijakan luar 

negeri yang ditetapkan sebagai cara untuk memenuhi penyediaan vaksin. 

Kebijakan luar negeri Malaysia dalam penyediaan vaksin dilakukan oleh 

MOH dan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia (Ministry of 

Science, Technology, and Innovation/MOSTY) melalui kerjasama dengan RRT 

dalam pengembangan vaksin yang aman dan manjur. Kesepakatan tersebut 

bertujuan untuk menjalin kerja sama yang lebih besar antara kedua negara dalam 

memerangi pandemi Covid-19. Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, YB Khairy Jamaluddin dan perwakilan RRT, 

HE Wang Zhigang, melalui pertemuan virtual. Dalam perjanjian juga memuat 

kegiatan yang akan diawasi oleh Komite Tingkat Tinggi, yang akan diketuai oleh 

kedua Menteri Luar Negeri; YB Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein, Menteri 

Luar Negeri Malaysia; dan HE Wang Yi, sebagai Penasihat Negara Dewan Negara 

serta Menlu RRT. Kerjasama ini menjadi cerminan dari upaya kedua negara untuk 

mewujudkan kerja sama pragmatis dan pendekatan yang lebih koheren dalam 

mengatasi tantangan pada masa pandemi dan pasca pandemi. Malaysia juga 

melabeli upaya dalam mengatasi  pandemi Covid-19 dengan RRT merupakan 

sebuah bentuk diplomasi sains (MOFA, 2020).  

Kebijakan luar negeri yang menghasilkan perjanjian tersebut, memuat pula 

pemberian akses prioritas ke vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh RRT, 

berbagi pengetahuan dan keahlian serta memfasilitasi kemampuan ilmiah dan 

teknologi untuk memajukan pengembangan vaksin di kedua negara. Kedua negara 

juga akan mendukung partisipasi sektor publik dan swasta mereka termasuk 

universitas, institusi, masyarakat dan organisasi dalam proyek kolaborasi bersama. 

Kesepakatan tersebut juga memuat komitmen kedua negara dalam jangka waktu 

awal lima tahun kedepan dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 

selanjutnya masing-masing satu tahun, jika kedua negara sepakat untuk melakukan 

perpanjangan. Kesepakatan penyediaan vaksin dengan RRT juga berisikan poin 

untuk mendukung dan mendorong perusahaan dari masing-masing negara untuk 
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menjalin kerja sama menyeluruh dalam penelitian dan pengembangan (Research & 

Development/R&D) dan pasokan vaksin (MOFA, 2020).  

Kebijakan luar negeri Malaysia tersebut menunjukan kesesuaian dengan 

keyakinan bahwa kebijakan luar negeri negara bertujuan untuk memenuhi kondisi 

arena internasional (Ahmed, 2020: 788), guna meminimalisir efek buruk yang 

mungkin terjadi di masa depan. Dengan durasi lima tahun yang tergolong panjang 

maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang sustainable dan 

sangat menguntungkan Malaysia. Sehingga wajar saja jika Duta Besar Malaysia 

untuk RRT, Raja Nushirwan Zainal Abidin meyakini bahwa kerjasama ini adalah 

ekspresi lain dari hubungan historis yang sangat baik antara kedua negara (Xiaoci & 

Wenting, 2020). 

Sementara itu, Indonesia melindungi warga negara melalui 

pemulangan/repatriasi dan vaksinasi WNI menjadi prioritas nomor kedua. Kemlu RI 

meningkatkan koordinasi untuk mempercepat pemulangan lebih dari 120.000 orang 

Indonesia dari lima puluh tiga negara dari akhir Januari hingga Juli 2020 (Fitriani, 

2021). Dalam konteks penyediaan vaksin, Indonesia menunjukan upaya yang gigih 

dalam mendapatkan suplai vaksin bagi masyarakat dengan melakukan pendekatan 

kepada produsen vaksin diantaranya Uni Emirat Arab, RTT, dan Inggris. Hasilnya, 

pemerintah Indonesia mengamankan pasokan hingga 340 juta dosis vaksin Covid-19 

dari RRT dan Uni Emirat Arab dimana Indonesia diberikan pasokan awal dengan 

jumlah 30 juta dosis (Tambun, 2020).  

Rangkaian kebijakan luar negeri tersebut bisa dinilai sebagai kelanjutan 

politik domestik dengan cara lain (Hudson, 2014: 141), dimana ketidakmampuan 

untuk memproduksi vaksin secara mandiri merupakan kelanjutan dari kebijakan 

domestik yang kecil kemungkinan untuk diarahkan pada inovasi, yang 

ditindaklanjuti dengan kebijakan luar negeri untuk menjamin provisi bagi material 

publik tersebut melalui jalinan kerjasama dengan mitra eksternal. Di sisi lain hal ini 

menunjukan bahwa memang Indonesia belum dapat benar-benar lepas dari 

dependensi kepada negara lain.  

Indonesia bukan tanpa upaya untuk menggalang kemampuan untuk mandiri. 

Negara tersebut menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan Uji 

Solidaritas WHO dalam mengembangkan vaksin Covid-19, dengan dua puluh dua 

rumah sakit yang berpartisipasi untuk melakukan pengujian klinik terhadap 4 

alternatif terapi yang sudah dilakukan selama ini, yaitu remdesivir, gabungan 

lopinavir/ritonavir, gabungan lopinavir/ritonavir ditambah interferon (ß1b), dan 

chloroquine (Kemkes RI, 2021). Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti 

klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektifitas dan keamanan terbaik dalam 

perawatan pasien Covid-19 dan didesain secara khusus untuk mempersingkat waktu 

yang diperlukan untuk menghasilkan bukti yang kuat terhadap keempat alternatif 

terapi tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Good Clinical Practice 

(GCP) atau Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB).  

Awalnya Indonesia memilih untuk bergabung dalam Solidarity Trial yang 

berfokus pada pengujian remdisivir secara klinis. Namun pembahasan lebih lanjut 

dengan WHO membuat Indonesia yakin dan siap untuk berpartisipasi pada 

keseluruhan alternatif terapi yang dikembangkan oleh WHO (Kemkes RI, 2021). 
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Indonesia juga terlibat dalam uji klinis kandidat vaksin Covid-19 yang 

dikembangkan oleh Sinovac Biotech RRT. Uji coba ini dilaksanakan di kota 

Bandung, Jawa Barat dan melibatkan sedikitnya 1.600 relawan untuk kedepannya 

memastikan bahwa perusahaan farmasi milik negara Bio Farma, dapat memproduksi 

100 juta dosis vaksin RRT jika uji klinis tersebut sukses. Inisiatif kebijakan ini bisa 

dilihat sebagai upaya yang didorong oleh kewajiban untuk memenuhi International 

Health Regulations (IHR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2007 

(Kemkes RI, 2021). Kebijakan ini juga bisa dilihat sebagai cerminan bahwa 

kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional benar-

benar didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional yang disesuaikan dengan 

nilai (Webber & Smith, 2002: 11-12) yang telah dibentuk dalam dunia internasional 

yang dalam hal ini adalah kewajiban untuk menunjung tinggi komitmen terhadap 

IHR.  

Baik Malaysia maupun Indonesia juga terlihat memperhatikan 

perkembangan vaksin buatan Rusia Sputnik V yang sebelumnya diberikan sebagai 

bentuk bantuan kepada Filipina (80.000 dosis), Vietnam (1000 dosis), dan Laos 

(besaran dosis tidak dibuka kepada publik) yang kemudian berkembang ke transaksi 

penjualan dan produksi vaksin tersebut. Malaysia dan Indonesia kemudian 

mengumumkan juga rencana untuk membeli Sputnik V langsung dari pemerintah 

Rusia, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan mengenai bentuk 

kerja sama berupa produksi, pelaksanaan uji klinis. Indonesia bahkan segera 

mengutus beberapa pihak untuk berkomunikasi dengan Russian Direct Investment 

Fund (RDIF) terkait upaya kerja sama tersebut (Sentosa, 2020). Meskipun 

sebenarnya vaksin Sputnik V kurang mendapat dukungan dari WHO dalam 

pengembangannya (Murphy, 2021), upaya kedua negara dalam menyediakan vaksin 

tersebut juga menunjukan bahwa memang keduanya merupakan negara yang 

memiliki defisit kronis dan tergolong chronic deficit countries terhadap vaksin.  

Pendekatan yang dilakukan kedua negara kepada negara produsen vaksin 

dapat dianggap berhasil karena dengan adanya kerangka kerjasama yang disepakati, 

keduanya menjadi prioritas negara penerima dari vaksin yang dibuat oleh RRT 

sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan vaksin Covid-19 (Nakano, 2020) 

(Azizah, 2020). Kebijakan luar negeri kedua negara juga menjadi langkah yang 

mendahului skema global pendistribusian vaksin yang dipimpin WHO. Namun, 

fakta bahwa akses terhadap ketersediaan dan produksi vaksin Cina, Sinovac dan 

Sinopharm yang termasuk ke dalam vaksin yang disetujui oleh WHO (Putri, 2021), 

ternyata belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan lainnya, yakni eksepsi 

dari beberapa negara di dunia terhadap individu yang menggunakan dosis penuh dari 

vaksin tersebut. Hambatan ini tentu membuat kedua negara perlu melakukan 

rekalibrasi guna mempercepat upaya penanganan pandemi, yang kemudian 

berimplikasi dengan kegiatan perekonomian yang dijadikan sebagai fokus utama 

kebijakan luar negeri kedua negara tersebut. 

 

 Kebijakan Luar Negeri 

Upaya kebijakan luar negeri yang lebih sering berada pada cakupan bilateral 

dan bukan menuju kepada upaya multilateral yang menjadi upaya kolektif dalam 
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penanganan pandemi, juga merupakan isu yang melanda sistem internasional secara 

menyeluruh (B.K.S.A.P, 2020). Fenomena ini seharusnya dapat menjadi pijakan 

bagi pemikiran liberal yang mengedepankan kerjasama dan tindakan bersama untuk 

terwujud. Namun, sepertinya dunia benar-benar menunjukan sifat aslinya bahwa 

memang pemikiran tentang langkah kolektif hanya memungkinkan untuk muncul 

ketika negara sebagai unit dalam sistem yang ada merasa bahwa upaya self-help 

yang dilakukan terlebih dulu memenuhi kepentingan yang dimiliki. 

Pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai katalis dari perburukan kondisi 

ekonomi politik global yang kemudian berdampak pada krisis tatanan internasional 

pasca perang dingin menuju kepada tatanan yang liberal (Babić, 2021). Distorsi 

sosial ekonomi akibat pandemi membuat kebijakan luar negeri yang merupakan 

hasil interaksi antara pengambil keputusan negara dengan lingkungan yang dihadapi 

(Ahmed, 2020: 787) menjadi sesuatu yang perlu untuk terus disesuaikan. Tidak 

mengherankan jika upaya refocusing menjadi pilihan bagi Indonesia dan Malaysia 

yang dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penanganan pandemi 

terus menerus menekankan kebutuhan akan kepemimpinan global kolektif yang 

kuat.  

Indonesia melalui Menlu Retno juga menyampaikan jargon Recover 

Together, Recover Stronger (Kemlu RI, 2021) yang diharapkan akan menjadi suara 

yang membuka mata internasional bahwa upaya mandiri hanya akan berujung pada 

ketidaksetaraan dan proses recovery yang kurang optimal. Meskipun isolasi dalam 

penanganan pandemi benar dibutuhkan, kegagalan bekerja sama dengan negara lain 

akan mengurangi kemampuan negara dalam menghadapi dampak wabah Covid-19. 

Aspek ekonomi yang perlu penanganan kolektif melalui kerja sama dengan negara 

lain tentu akan ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan asing dapat diperoleh 

dari penanganan dan upaya mandiri yang dilakukan suatu negara dalam menangani 

ancaman kesehatan yang terjadi.  

Maximal profit or value yang menjadi tujuan dari diambilnya kebijakan luar 

negeri suatu negara pada dasarnya benar-benar bergantung pada pendekatan dan 

sikap dari kedua negara dalam memaknai kondisi pandemi. Respons publik di 

Indonesia dan Malaysia memiliki sifat yang sama untuk menyalahkan orang lain 

atas pandemi perkembangan Covid-19 di negara mereka tentu memberikan beban 

lebih besar bagi perumusan kebijakan luar negeri yang harus berjalan beriringan 

dengan kepentingan ekonomi yang dimiliki. Publik Indonesia yang mempercayai 

bahwa virus Covid-19 masuk ke Indonesia karena kebijakan pemerintah yang lemah 

terhadap pekerja dan turis RRT, dan publik Malaysia yang menyalahkan 

sekelompok peziarah Muslim untuk pertemuan keagamaan besar (Idris & Jalli, 

2020) tentu menjadi preseden buruk yang membuat negara lain memikirkan ulang 

untuk membuka pintu kerjasama.  

Dari sini bisa dipahami bahwa percepatan pembangunan sosial dan ekonomi 

serta memperkuat bargaining position di dunia menjadi salah satu prinsip utama 

yang ada dalam agenda kebijakan luar negeri kedua negara. Namun jika menilik 

penyangkalan elit politik Indonesia terhadap ancaman pandemi, kecemasan 

ekonomi, serta dampak desentralisasi dan tumpang tindih kewenangan, membuat 

negara Indonesia terjebak dalam respons kebijakan yang terbilang lesu dan kurang 
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responsif (Ahmed, 2020: 788). Kondisi sebaliknya justru dialami Malaysia yang 

dalam perkembangannya menciptakan kebijakan efektif dengan memprioritaskan 

kesehatan dan keselamatan di atas masalah politik dan ekonomi (Johnson, 2021) 

yang berpotensi dihadapi di kemudian hari.   

 

SIMPULAN 
Dari keseluruhan pembahasan maka bisa dirumuskan kesimpulan bahwa 

argumentasi mengenai tujuan kedua negara untuk menjadi yang terdepan dalam 

memulai kembali aktivitas ekonomi global melalui diplomasi ekonomi yang aktif 

merupakan sesuatu yang benar dilakukan. Pendekatan dan sikap dari kedua negara 

yang terbilang sangat kontras dalam memaknai kondisi pandemi, menimbulkan 

kekhawatiran bahwa langkah penyesuaian Indonesia tidak akan menjadi langkah 

yang sustainable jika dibandingkan dengan langkah penyesuaian yang telah 

dilakukan oleh Malaysia, belum lagi kebijakan luar negeri yang diambil juga bisa 

dianggap sebagai produk dari konflik kepentingan dalam pemerintahan domestik 

Indonesia.  

Aspek pendekatan dan sikap, yang peneliti anggap sebagai faktor kunci 

untuk segera keluar dari pandemi dan mengembalikan fokus kebijakan luar negeri 

kepada tujuan masing-masing negara untuk terus berkembang dalam bidang 

ekonomi juga sejauh ini dapat dikatakan menempatkan Malaysia pada posisi lebih 

unggul karena kesiapsiagaan yang ditunjukan sejak awal pandemi Covid-19 

melanda negara mereka.  

Kesigapan tersebut menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi 

publik domestik, maupun pihak asing yang akan berinvestasi, penyediaan vaksin 

yang berlangsung dalam periode panjang juga menunjukan bahwa Malaysia 

memang berkomitmen besar untuk mengatasi pandemi bersama RRT yang dianggap 

sebagai mitra utama mereka dalam penyediaan vaksin. Sementara itu keleluasaan 

bagi aktivitas ekonomi yang disediakan oleh Indonesia, menurut peneliti memiliki 

potensi untuk memperpanjang durasi dari pandemi dan menekan efektifitas vaksin 

yang hingga saat ini belum mmenunjukan keampuhannya dalam menghadapi strain 

virus yang terus berkembang. Oleh karena itu, selain refocusing kebijakan luar 

negeri, Indonesia juga harus menetapkan pendekatan sigap didalam negeri dan juga 

melepas isolasi/pembatasan yang dilakukan secara bertahap. Dengan demikian 

penurunan kepercayaan signifikan dari investor-investor yang menjadi roda 

penggerak bagi geliat perkembangan ekonomi Indonesia senantiasa dapat dihindari. 

(*) 
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